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BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR & TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN PENGHASILAN TETAP
DAN TUNJANGAN BAGI DATOK PENGHULU, PERANGKAT KAMPUNG,

UNSUR PELAKSANA LAINNYA DAN MAJELIS DUDUK SETIKAR
KAMPUNG SERTA BELANJA OPERASIONAL

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang :a. bahwa untuk menyelaraskan visi dan misi Bupati terpilih

Mengingat : 1.

dan ketentuan Pasal 81 ayat (5), Pasal 82 ayat (3) dan
Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 6
tahun 2014 tentang Desa, perlu dilakukan penyesuaian
dengan mengubah Peraturan Bupati Aceh Tamiang
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penghasilan
Tetap dan Tunjangan bagi Datok Penghulu, Perangkat
Kampung, Unsur Pelaksana Lainnya dan Majelis Duduk
Setikar Kampung serta Belanja Operasional;
bahwa berdasarkan’ pertimbangan _sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh
Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Ketentuan
Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Datok Penghulu,
Perangkat Kampung, Unsur Pelaksana Lainnya dan
Majelis Duduk Setikar Kampung serta_ Belanja
Operasional;

b.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten
Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan
Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4176);
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaiman
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas_ Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7.

. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009
tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2009 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang
Nomor 15);

8.

Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 29 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang
Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 29 Tahun 2015
tentang Pengelolaan

Keuangan
Kampung;
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN' ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 8 TAHUN
2016 TENTANG KETENTUAN PENGHASILAN TETAP DAN
TUNJANGAN BAGI DATOK PENGHULU, PERANGKAT
KAMPUNG, UNSUR PELAKSANA LAINNYA DAN MAJELIS
DUDUK SETIKAR KAMPUNG SERTA BELANJA
OPERASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Tamiang
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penghasilan Tetap
dan Tunjangan bagi Datok Penghulu, Perangkat Kampung,
Unsur Pelaksana Lainnya dan Majelis Duduk Setikar
Kampung Serta Belanja Operasional (Berita Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 8) diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 2 ayat
(4) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Penghasilan tetap diberikan kepada Datok
Penghulu, Tok Imam Kampung, Perangkat Kampung
dan Unsur Pelaksana lainnya dianggarkan dalam
APBKampung yang dananya bersumber dari ADK.

(2) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi :

a. Sekretaris Kampung;
b. Kepala Urusan;
c. Kepala Dusun; dan
d. Bendahara.

(3) Unsur Pelaksana lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi :

a. Imam Dusun;
b. Khadam Mesjid;
c. Khatib Mesjid;
d. Bilal Mayit; dan
e. LKMK.

(4) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan sebagai berikut:
a. Datok Penghulu sebesar Rp. 1.200.000,00 (Satu

Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);x WA
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b. Sekretaris Kampung paling sedikit sebesar 70%
(Tujuh Puluh Persen) dari Penghasilan Tetap
Datok Penghulu; dan

c. Tok Imam Kampung, Perangkat Kampung dan
Unsur Pelaksanan Lainnya paling sedikit sebesar
50% (Lima Puluh Persen) dan paling banyak 60%
(Enam Puluh Persen) dari Penghasilan Tetap
Datok Penghulu.

Sekretaris Kampung yang berstatus Pegawai Negeri
Sipil tidak diberikan pernghasilan tetap yang
dianggarkan dalam APBKampung.
Bagi Pejabat atau Penjabat Datok Penghulu yang
berstatus Pegawai Negeri Sipil penghasilan tetap dan
tunjangannya diberikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf b dan huruf c ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga
Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

2.

(1)

(2)

(3)

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya Datok Penghulu, Tok
Imam Kampung, Perangkat Kampung dan Unsur
Pelaksana Lainnya dapat diberikan tunjangan,
dianggarkan dalam APBKampung yang dananya
bersumber dari ADK, Alokasi Bagian dari Hasil Pajak
dan Retribusi Daerah dan PAKampung.
Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari:
a. tunjangan jabatan;
b. tunjangan lainnya.
Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, diberikan kepada Datok Penghulu,
Tok Imam Kampung Sekretaris Kampung, dan
Bendahara Kampung.

(4) Tunjangan lainnya sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diberikan kepada Datok
Penghulu, Perangkat Kampung dan Unsur
Pelaksana lainnya yang dananya bersumber dari
Pendapatan Asli Kampung dan diatur dengan Qanun
Kampung.

wy g a,a,Besaran...
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(5) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita
Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
t

pada tanggal,_ ——
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RAZUARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2018 NOMORG


